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ABSTRAK 

Intelijen itu sendiri diartikan sebagai orang atau pihak yang bertugas mencari 
informasi dan selanjutnya menghadirkan informasi tersebut secara bertanggung jawab 
kepada pihak yang diperjanjikan sebelumnya, atau jika dalam suatu instansi adalah 
pimpinan. Intelijen bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan 
tentang suatu objek yang diselidikinya. Intelijen juga ditemukan keberadaannya di 
lingkungan Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang. Keberadaan intelijen dalam hal ini 
adalah untuk memberikan informasi dan pelaksanaan pengambilan �eputusan bagi 
pimpinan dalam menelurkan kebijakan di bidang pengawasan warga negara asing. 

Dari uraian di atas memberikan suatu rumusan masalah bahwa : pengaturan 
hukum intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan bagi negara Republik 
Indonesia? Dan Bagaimana fungsi intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan orang 
asing? 

Dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan 
pendekatan sosiologis empiris maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa: 
Pengaturan hukum intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan bagi negara 
Republik Indonesia adalah untuk memperoleh bahan keterangan tentang segala hal 
dari pada objek sasaran intelijen, yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, 
pelaksanaan dan administrasi intelijen keimigrasian. Bahan keterangan hasil pekerjaan 
intelijen keimigrasian yang diperoleh dalam penyelidikan intelijen keimigrasian yang 
bersifat strategis maupun taktis dipergunakan secara timbal balik untuk kegiatan: 
Operasi intelijen keimigrasian itu sendiri, Pengungkapan suatu jaringan yang 
berhubungan dengan pelanggaran ketentuan perihal keimigrasian di Indonesia, 
Pengambilan keputusan bagi pimpinan dan Sebagai pendukung kegiatan pokok 
Direktorat Jenderal lmigrasi. 

Fungsi intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan orang asing pada 
pokoknya adalah memberikan informasi dalam hubungannya dengan tindakan 
keimigrasian yang akan dilakukan terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian. 
Selain itu fungsi intelijen keimigrasian juga memberikan informasi kepada para 

• Mahasiswa PPs. MHB UMA 
•• Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA 
••• Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA 

Intelijen itu sendiri diartikan sebagai orang atau pihak yang bertugas 
selanjutnya menghadirkan informasi tersebut secara bertanggung 
yang diperjanjikan sebelumnya, atau jika dalam suatu 

Intelijen bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi 
objek yang diselidikinya. Intelijen juga ditemukan keberadaannya 

Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang. Keberadaan intelijen 
memberikan informasi dan pelaksanaan pengambilan 

dalam menelurkan kebijakan di bidang pengawasan warga negara 
uraian di atas memberikan suatu rumusan masalah bahwa 

intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan bagi negara 
Dan Bagaimana fungsi intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan 

Dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan 
sosiologis empiris maka peneliti dapat memberikan kesimpulan 
hukum intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan 

Indonesia adalah untuk memperoleh bahan keterangan tentang 
objek sasaran intelijen, yang diperlukan untuk menunjang 

dan administrasi intelijen keimigrasian. Bahan keterangan 
keimigrasian yang diperoleh dalam penyelidikan intelijen keimigrasian 
strategis maupun taktis dipergunakan secara timbal balik 
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pengambil kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal imigrasi perihal tindakan dan 
perencanaan pengawasan orang asing di kemudian hari sehingga orang asing yang 
berada di Indonesia dapat difungsikan secara tepat guna dan hasil guna. 

Kata Kunci: 
Intelijen 
Warga Negara Asing 
Keamanan Negara 

ii 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN FUNGSI 

INTELIJEN KEIMIGRASIAN GUNA PEN GA WASAN WARGA NEGARA ASING 

BAGI KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Penelitian di Kantor 

Imigrasi Klas I Tanjungpinang)" dapat diselesaikan. 

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus 

dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas 

Medan Area untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister Hukum. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar­

besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan 

Area; 

2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Medan Area; 

3 .  Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis 

Universitas Medan Area; 

4. Ibu Elvi Zahara Lubis, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis 

Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II; 

5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I; yang telah 

memberikan semangat yang kuat serta motivasi yang luar biasa. 

6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas 

iii 

KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Penelitian 

I Tanjungpinang)" dapat diselesaikan. 

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik 

setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis 

untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister 

kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 

kepada : 

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas 

Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program 

Universitas Medan Area; 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Medan Area; 

7. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah banyak memberikan duk:ungan moral 

dan moril sehingga berhasil menyelesaikan penelitian ini dan sukses dalam 

menjalankan tugas sehari-hari. 

8. Yang Tercinta sang Isteri yang telah memberikan dukungan dan doa kepada 

peneliti menyelesaikan tesis ini. 

9. Rekan-rekan se-angkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas 

Medan Area; 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak 

kekurangannya baik dari segi penulisan maupun dalam menyampaikan isi dan pokok 

permasalahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran demi kesempumaan penulisan tesis ini. 

Akhir kata peneliti semoga hasil peneliti� ini dapat bermanfaat bagi Penulis 

pada khususnya dan juga bagi para pembacanya umumnya. 

iv 

Medan, April 2009 

Penulis, 

NELWANSYAH 
NPM : 07 180 3064 

Rekan-rekan se-angkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis 

Area; 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat 

kekurangannya baik dari segi penulisan maupun dalam menyampaikan 

serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 

mengharapkan kritik dan saran demi kesempumaan penulisan tesis ini. 

kata peneliti semoga hasil peneliti� ini dapat bermanfaat 

khususnya dan juga bagi para pembacanya umumnya. 

Medan, April 

Penulis, 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMANPENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK .................................................................................................... . 

Hal am an 

KATA PENGANTAR .......... ..... .. ................................................................. iii 

DAFTAR ISi ............................................................................................ ..... v 

DAFTAR TABEL .. ....... . ... ............. ... ................................. ................ ............ Vll 

BAB I PENDAHULUAN ......... ................... ............................................ 1 

1 .1. Latar Belakang .. . . ... . . . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. ... . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . 1 

1 .2. Perumusan Masalah ............. ......................................... ...... 9 

1.3.  Tujuan Penelitian ..... ............ .. .. ...... ........................ . ............ 9 

1 .4. Manfaat Penelitian .............................................................. 9 

1 .5. Kerangka Teori dan Konsep ...... . . . . ............. .. ...................... 10 

1.5.1. Kerangka Teori ..................................... . ................. 10 

1.5.2. Kerangka konsep . . .... . .......... ... .. .. .. .... .... ................... 30 

BAB II TINJAUAN KEPUST A.KAAN ................................................ 32 

11.1. lnteligen Keimigrasian ... .................. .... .... ........... ..... ........... 32 

11 .1.1. Pengertian Inteligen Keimigrasian .......................... 32 

11 .1.2. Fungsi lntelijen Keimigrasian .... ............... .. ........ .... 42 

11.2. Pengawasan Orang Asing ...... ....... .......................... ............ 46 

11 .2.1. Pengertian Pengawasan ..... ... ..................... .............. 46 

11 .2.2. Pengertian Orang Asing ....................................... . . .  49 

11 .2.3. Pengawasan Keimigrasian ........ .............. ................ 52 

11 .3.  Keamanan Negara. ... ...................... .. .............. .... .. ......... ... ... 56 

BAB III METODE PENELITIAN ...................... ........... . ........................ 61 

111.1. Spesifikasi Penelitian ·················································:········ 61 

v 

........................................................................................

TABEL .. ....... . ... ............. ... ................................. ................ ......

PENDAHULUAN ......... ................... ......................................

Latar Belakang .. . . ... . . . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. ... . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . 

Perumusan Masalah ............. ........................................

Tujuan Penelitian ..... ............ .. .. ...... ........................ . ......

Manfaat Penelitian .............................................................. 

Kerangka Teori dan Konsep ...... . . . . ............. .. ...................... 

1.5.1. Kerangka Teori ..................................... . .............

1.5.2. Kerangka konsep . . .... . .......... ... .. .. .. .... .... ...............

TINJAUAN KEPUST A.KAAN .........................................

lnteligen Keimigrasian ... .................. .... .... ........... ..... ....

11 .1.1. Pengertian Inteligen Keimigrasian .......................... 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



111. 2. Lokasi Penelitian ................................................................. 61 

111.3. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 62 

111. 4. Analisa Data ........................................................................ 64 

BAB IV BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................ 65 

IV .1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang .. 65 

IV.2. Pengaturan Hukum Intelijen Keimigrasian Dalam 

Memberikan Keamanan Bagi Negara Republik Indonesia.. 72 

IV. 3. Fungsi Intelijen Keimigrasian Dalam Hal Pengawasan Orang 

Asing ................................................................ ................... 85 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .... ................................... ............ 110 

V.1. Kesimpulan ......................................................................... 110 

V.2. Saran .................................................................................... 111 

DAFTAR PUSTAKA 

vi 

3. Fungsi Intelijen Keimigrasian Dalam Hal Pengawasan 

Asing ................................................................ ................... 

KESIMPULAN DAN SARAN .... ................................... ............ 

Kesimpulan ......................................................................... 

V.2. Saran .................................................................................... 

STAKA 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTAR TABEL 

Hal am an 

Tabel 4.1. Jenis-Jenis Perbuatan atau kejahatan Yang Dilakukan Oleh 
Warga Negara Asing di Lingkungan Kantor Imigrasi Klas I 
TanJungp1nang ................... ........... ........................ ....... ... ... ...... 84 

Tabel 4.2. Daftar Orang Asing Yang Berada di Wilayah Hukum Kantor 
Imigrasi Klas I Tanjungpinang Tahun 2004 -2008 . ............... 96 

Tabel 4.3. Penyalahgunaan izin tinggal dan kejahatan yang dilakukan oleh 
warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Klas I 
Tanjungpinang ............................... ............................ .......... .... 97 

vii 

Penyalahgunaan izin tinggal dan kejahatan yang dilakukan 
warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi 
Tanjungpinang Tanjungpinang Tanjungpin ............................... ............................ .........

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Di dalam melaksanakan tugas Departemen Hukum clan Hak Azasi Manusia 

Republik Indonesia maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah 

sebahagian penyelenggaraan tugas dari Departemen tersebut. Dalam melaksanakan 

tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi maka perlu dilakukan suatu upaya 

penciptaan kondisi clan situasi yang baik dan aman serta kondusif agar tujuan dari 

tugas pokok tersebut dapat dicapai. Untuk hal yang demikian maka diperlukan 

peranan Intelejen Keimigrasian sebagai upaya penciptaan kondisi dan situasi yang 

baik clan kondusif terse but. 

Secara eksplisit, istilah Intelijen Keimigrasian tidak tercantum dalam 

Unclang-Unclang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Namun demikian 

secara substantif dan fungsi merupakan suatu kegiatan yang melekat pada 

organisasi Imigrasi mulai dari Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen 

Hukum clan HAM ditangani oleh Kepala Biclang Intelijen, Penindakan clan Sistem 

Informasi Keimigrasian serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M-Ol.PR.07.10 Tahun 2005 tentang 

Organisasi clan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, 

Bidang lntelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor 

penyelenggaraan tugas dari Departemen tersebut. Dalam 

Direktorat Jenderal Imigrasi maka perlu dilakukan 

kondisi clan situasi yang baik dan aman serta kondusif 

tugas pokok tersebut dapat dicapai. Untuk hal yang demikian maka 

Intelejen Keimigrasian sebagai upaya penciptaan kondisi 

kondusif terse but. terse but. terse 

Secara eksplisit, istilah Intelijen Keimigrasian tidak tercantum 

Unclang-Unclang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Namun 

substantif dan fungsi merupakan suatu kegiatan yang 
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Wilayah Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

dibidang Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Penindakan Keimigrasian 

serta Sistem lnformasi Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Secara teoritis intelijen itu sendiri diartikan sebagai orang atau pihak yang 

bertugas mencari informasi dan selanjutnya menghadirkan informasi tersebut 

secara bertanggung jawab kepada pihak yang diperjanjikan sebelumnya, atau jika 

dalam suatu instansi adalah pimpinan. 1 Intelijen bertugas mengumpulkan dan 

menganalisis informasi yang relevan tentang suatu objek yang diselidikinya.2 

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelidikan intelijen keimigrasian 

Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal imigrasi maka penyelidikan 

kemigrasian merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka memperoleh 

atau mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan keterangan sebagai usaha 

penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan, baik di bidang pembinaan 

maupun operasional Direktorat Jenderal imigrasi yang sangat berguna bagi 

pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Berdasarkan hal tersebut maka Intelijen Keimigrasian memiliki tugas: 

1. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan untuk melakukan 

tindakan pencegahan dini, pendeteksi dini dan pemberi peringatan dini 

1 Mohammad Fajrul Falaakh, "Batas-Batas Juridis dan Kontrol Peradilan Terhadap Intelijen'', 
www.mohammadJajrulJalaakh.com, Diakses tanggal 1April2009. 

2 Amir Syamsuddin, Jntegritas Penegak Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, halaman 26. 

mencari informasi dan selanjutnya menghadirkan informasi tersebut 

secara bertanggung jawab kepada pihak yang diperjanjikan sebelumnya, 

suatu instansi adalah pimpinan. 1 Intelijen bertugas mengumpulkan 

menganalisis informasi yang relevan tentang suatu objek yang diselidikin

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelidikan intelijen keimigrasian 

Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal imigrasi maka 

kemigrasian merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka 

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan keterangan 

penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan, baik di bidang 

operasional Direktorat Jenderal imigrasi yang sangat 
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